CEL

Majalah limiah Universitas Pancasakti 1CEL
S$TT.No.1140/8K/ Ditjen PPO/STT/1987 IBSN 0862-8357

=

..——-l"'."
i,

—

T

N

N~

Ny
-
1 o e -
F
r ~ _///
L

EDISI 047 | OKTOBER 2010



CERMIN

Majalah [Imiah Universitas Pancasakti Tegal

ISSN 0852-8357
Edisl 047 / Oktober 2010

DEWAN PENYUNTING

Pelindung

Penaschat

Ketua

Sekretaris

Pelaksana

Penyunting Ahli

Sekretariat

. Rektor

. Wakil Rektor |

Wakil Rektor I

- Ka. LEMLIT

- Sekretaris LEMLIT

. 1. Suriswo, S.Pd, M.Pd

2. Drs. Ponoharjo, M.Pd
3. Ir. Nur Isdarmawan, M.Si

: 1. Dr. Basukiyanto, M.Pd

2. Dr. Yayat Hidayat Amir, M.Pd

. Waspodo AG, S.Sos



Pengantar Penyunting _.

Sidang pembaca yang mulia majalah CERMIN selalu hadir sebaga) wadah atau media
tiﬁ*nﬂh yang selalu bermanfaat bag: seluruh dosen Universitas Pancasakt | vgal
047 Nopember 2010 Kal uii ada 21 belas judul yang menarik untuk
kajpian sesudl dengan kellmuannya masing-masing Banyaknya tulisan
pat dimaklumi disamping karena adanya animo menulis yang tinggi
dari para dosen dan juga bertepatan dengan dies natalis UPS Tegal.kre XXXIl. Berbagai tulisan yang
masuk antara lain Eddhie Praptono, SH.MH mengupas tentang Efektivitas Pemberlakuan HE“’.’ SNi
Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat
Pengendali Sosial, Drs. Djoko Suyono. M Si mengupas tentang Pengambilan Keputusan Yang
Rasionil Merupakan Tolok Ukur Efektifitas Kepemimpinan,Kantikahayu,5H MH.membahas
tentang “Arti Penting Folklore Dan Traditional Knowledge Bagi Indonesia Sebagai “The Country Of
Origin” ", Sanusi, SH.MH. membahas tentang Mewaspadai Kejahatan Money Laundering, Dra. Hj.
Sri Sutjiatmi, M. Si membahas tentang “Reformasi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah, Prof. Dr. H.
Tri Jaka Kartana, MSi membahas tentang Pembinaan Profesional Guru Dalam Konteks
Manajemen Pendidikan, Unggul Sugiharto, S.IP membahas tentang Politik Kekerasan, Yoga
Prihatin, S.Pd membahas tentang Speak Up Using Card Games. Ir. Suyono, M.Pi membahas
tentang Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Waduk Cacaban dengan Pendekatan Sistem
Dinamik Imam Asmarudin, SH membahas tentang membahas tentang Peran Alat Kelengkapan
Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD”, Mukhidin, SH.MH. mengupas tentang Asas
Kebebasan Berkontrak dalam kaitannya dengan Perjanjian Baku, Dr. Purwo Susongko, M.Pd dan
Inayah Adi Sari, SE membahas tentang Analisis Diskriminan dalam Penelitian Ekonomi”, Suci
Hartati, SH, M.Hum membahas tentang Anti Dumping Dalam Konsep Hukum Di Indonesia, Dra. Sri
Murdiati, M.Si. membahas tentang Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), M. Faqihudin,
SE membahas tentang Human Development Index ( HDI ) Salah Satu Indikator Yang Populer
Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia, 'r. Sutaman, M.si membahas tentang Perubahan
Iklim Bagi Kehidupan Terumbu Karang (Suatu Tinjauan Ekologis), Mahben Jalil, SE.MM
membahas tentang Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Dengan Matriks Internal Eksternal
pada Industri Konveksi Busana Muslim di Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, Dr. Dino Rozano, M.Pd
membahas tentang Sumpah Pemuda dan Pembentukan Karakter Bangsa, Dr. Hamidah
Aburrahman membahas tentang Tugas Negara Hukum Dalam Perlindungan Hak-Hak
Korban Kejahatan, Niken Wahyuningtyas, SE. MM membahas tentang Hak - Hak Pekerja / Buruh
/ Karyawan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja( FHK ), Pensiun Dan Pengunduran Diri.

Majalah ilmiah ini akan selalu hadir di hadapan pembaca. Oleh karena itu mohon
masukan-masukan kosntruktif demi penyempurnaan terbitan edisi yang akan. Redaksi
seénantiasa menunggu kontribusi naskah dari para pembaca yang budiman.

komunlikasi
Pada edisi ke

dyadikan sebaga) bahan
yang masuk ke redaksi ini da

Penyunting



-

0y,

.

10.

1.

13.

14.

15.

16,

I 7.

18.

19.

2(0),

21.

DAFTAR ISI

I fektifitas Pemberlakuan Helm SNI I erhadap T'ingkat Ketaatan Masyarakat
Dalam Hubunganya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial

{[ ‘ddine Pr ‘]ptulu’}] ................................................................ 1-7
Pengambilan Keputusan Yang Rasioanil Merupakan Tolak Ukur Efektifitas

Kepemimpinan

(Djoko Suy 110 IR L P PP PP
Arti Penting Folklore Dan Traditional Knowledge Bagi Indonesia Sebagai “The

Country Of Origin™

(Kanti RANAYU) . oouoetieiinieeie e i e ims 12-18
Mewaspadai Kejahatan Money Laundering

(SANAUST) © ...t vttt iaeias e e et e e st e et et s et et e et 19-22
Reformasi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah

(ST SULIAIMI) ... oot ininisceeae e e niisire s ng 23-30
Pembinaan Profesional Guru Dalam Konteks Manajemen Pendidikan
(TriJakaKartana) .........oocievvivemvieinereininannnnn. B .31-39
Pohtik Kekerasan

(Unggul Sugi Harto) .....ovvvvviiiiiiiiininneeesnniiaie e 40-45
Speak Up Using Card Games

(Yoga Prihatin) ......oooiiii i it e 46-51
Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Waduk Cacaban dengan
Pendekatan Sistem Dinamik

TN 0 110 ) I PP PETTREE ...52-68
Peran Alat Pelengkapan Dewan Dan Penguatan Fungsi Legislasi DPRD

(Imam ASmArudin) ... ittt e ettt er s aiiiiae e 69-76
Asas Kebebasan Berkontrak Dalam KLaitannya Dengan Perjanjian Baku
(MUKBIAIN) Lo ettt ar e e e as 77-83
Analisis Diskriminan dalam Penelitian Ekonomi

(Purwo Susongko, Inayah Adi Sari) ...........cooiiiiiiiiiiiiinen.. O 84-94
Anti Dumping Dalam Konsep Hukum Di Indonesia

(SUCT HAMAL) .ot et e e it e aaaes 95-100
Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (Pad)

PO TT I I Y ieiieim it oo inim Sin s n B 5 i o mOrh 3ln's o m e R £ 101-105

Human Development Index (HDIJ Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk
Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia

(M. Faqihudin) . ... e, 106-115
Perubahan Tklim Bagi Kehidupan Terumbu Karang (Suatu Tinjauan Ekologis)
(UL I ) o e e e e e e e e [16-121

Analisis Penetapan Strategl Perusahaan Dengan Matriks Internal Eksternal Pada
Imdustri Konveksi Busana Muslim i Kabupalen Tegal-Jawa Tengah

(Mahben) ..o e e e e e e 122-139
Sumpah Pemuda dan Pembentukan Karaktcr Bangsa

(DIN0 ROZANO) <. oo e 140-142
Tugas Negara Hukum Dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan

(H: unulﬂu AbUrmralman) ... 143-157

Hak-Hak Pckenja / Buruh / Karyawan Dalcun Pemuluﬂﬂn Hubungan Kerja
(Phk), Penstun Dan Pengunduran Diry

(Ahmad Hanfan) .. ..., |58-169
Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan di BEJ Tahun "(}04 2006
(Niken Wahyuningtyas) ... e, 1 70-180



I AM PEMUTUSA N

HAK - HAK PEKRERY RU ' AWAN Dy
- “RJIA 7 BURUH / KARYAWAN DA
' . & DURAN DIRI

HUBUNGAN KERJA( PHK ), PENS|I/N PAN PENGUR
Ahmad Hanfan

ABSTRAKSI

tarvawan dengan perusahaan
), pensiun maupurn

2003, defintst PHK

Dalam hubungan kera antara pekerga buruh
lentunva dapat erpadi Pemutusan Hubungan Kerja | I"HA
pengunduran dirr D1 dalam pasal | butir 25 UU No. 13
adalah  pengakhiran hubungan  kerja  karena  suati hal — tertentu Vang
mengakibatkan herakinrmyva hak dun kewayptban aniard pekeryd h”f”h dar
pengusaha. Dengan demukian Pemutusan Hubungan Kerja dtau PHK adalah
Suatu kondisi ndak bekeryanva lagi karyawan terschbut pada perusahaan karend
hubungan kerja antara vang bersangkutan dengan perusahaan (erputis, i
tidak diperpamang lag: Bentuk lam dart PHK yaitu pekerja buruh tidak masuk
aknif lagu, tetapr yang bersangkutan masth mempunydl hubungan sosial dengan
perusahaan. Bentuk PHK semacam ini terlihat pada pekerja huruh instanst
pemermtah atau badan usaha milik negara. Walaupun yang bersangkutan ridak
bekerja lugr pada perusahaan, tetapt yvang bersangkutan tetap mempunydar
hubungan sosial dengan  perusahaannva  berupa adanva  penerimaan uang
penstun. PHK jemis i sering pula disebut dengan istilah pemensiundn atau
pE’-’?HJﬁIhHH ( separation ) k{”j'[n;.ru” dart pcﬁ:cr_';mnuu'u. St"dﬂﬂgkn'ﬂ p:.-'ngmnfuran
dirt adalah pemutusan hubungan kerya vang disengajd dari pthak pekerja buruh
karyawan. Darr sctiap peristiwa  PHK, penstun maupun pengunduran diri

terdapat hak - hak darit pekerja = buruh “karyawan.

Kata kunci Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ), Pensiun, Pengunduran Diri

A. Pendahuluan kerja antara vang bersangkutan

158

Suatu  hubungan kera dengan perusahaan terputus, atau
yang sudah berjalan lTama antara tidak  diperpanjang  lagr
karyawan dan perusahaan pada Zaenudin  Ahmad, 2003 )
suatu saat munghim saja terjadi Berbagar macam cara penerapan
pemutusan, yang disebut dengan PHK  vyang dilakukan oleh
Pemutusan Hubungan Kena ( perusahaan - perusahaan = Ada

PHK ) Pengaturan tentang PHK
diatur di dalam Undang -
Undang  Republik  Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan ( UU No. 13/
2003 ) D1 dalam pasal 1 butir 25

b;ntul-; PHK yang menciptakan
situast terputusnya sama  sekali
hubungan antara keduanya, baik
hubungan kerja maupun
hubungan sostal Namun ada pula
bentuk PHK yang hanya sekedar

UU No. I3 2003, diatur tdak  bekerjanya  karvawan
mengenai pengertian PHK PHK tersebut  secara  aktif  dalam
adalah pengakhiran  hubungan perusahaan, tetapi masth

kerja karena suatu hal tertentu
vang mengakibathan berakhimya

mempunyal tkatan atau hubungan
sostal di antara keduanva

hak dan kewajiban antara pekerja PHK  yang  berbentuk
/ buruh dan penpusaha Dengan terputusnya ~sama ﬂ-k}ll
demikian Pemutusan Hubungan huhunguﬁ antara  ked --L ‘-“
Kera atau PHK adalah suatu maksudnya adalah dwludn}u,
kondis) tidak  bekerjanya  lag) Karyvawan tersebut HL‘I“] ";:F’”:il:l
karyawan tersebut pada PHK tdak bekeria ]-:. a .|
perusahaan karcna  hubungan perusahaan, juga .Lcm;j,i F‘:::
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I“.mmgl-.utun sewaktu PHK tu
giberikan semacam uangy
pon oleh perusahaan Uang
dibertkan sebapad
sy

yesin
“;mmi}‘_t"ll 1M
Jharpaan atas jasa
i khepada perusahaan
diternmanya uany
maka hubungan kerja
Sesudah PHK.  maka

buruh tersebut

|
l'lq.‘ﬂ}
elamit
Denpan
p.;a:ln}:m\.
erhentd

mantan peherja
kebebasan  mencari

perusahaan

pckcrm.m baru

Jain ;
Rentuk lamn  dan PHEK

vaitu pekerja buruh tidak masuk
akuf lagi, tetapl vang
hersangkutan masth mempunyal
hubungan sosial dengan
perusahaan Bentuk PHK

cemacam i terlithat pada pekerja

buruh nstanst pemernntah atau
badan usaha milik  negara
Walaupun vyang bersangkutan
udak bekerja lag pada

perusahaan, tetapi yang
bersangkutan tetap mempunyal
hubungan sosial dengan

perusahaannya berupa adanya
penerimaan wang pensiun. PHK
jenis i sering  pula  disebut
dengan istilah pemensiunan atau
pemisahan  ( separation )
karyawan dari pekerjaannya,
Bagaimanapun juga, PHK
akan menimbulkan resiko lebih
banyak bersifat merugikan dan
pada menguntungkan bagi kedua
belah  prhak. Dari prhak
perusahaan, PHEK akan
memmbulkan  restho  yaitu o (
Herdjrachman dan Suad Husnan,
2002 )
| Melepaskan karyawan yang
sudah  berpengalaman  dan
Selia
2. Terhentinya produksi
sementara dengan adanya
PHK
Harus mencarn penggantinya
dengan karyawan baru
4 Untuk menggant perlu biaya
yang besar guna perekrutan
karyawan baru

'._dl-]

e ————————————————————————————————————
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5  Hasil kera karyawan

penggant belum tentu sebak
karvawan vang kena PHK

Sedangkan bapr karvawan PHEK

akan memmbulkan resiko

| hlangnva penghasilan vang
ditenima untuk  membiayay

keluarga

2. Timbul situasi  vang tdak
enak karena harus
menganggur

‘ad

Berkurangnya rasa harga din,
apalagi  bila  selama  1n
memangku suatu jabatan
4 Terputusnya  hubungan /
relasi dengan teman -~ teman
sekerja
§. Harus bersusah pavah lag
mencari pekerjaan baru
Ada beberapa penyebab
timbulnya PHK dalam suatu
perusahaan, antara lain {
Ahmad Hanfan, 2010 )
|. PHK atas permintaan sendin
Sebuah PHK dapat
terjadi  karena  dirasakan
sudah tidak ada gunanya lagi
melakukan hubungan Kkerja
dengan  perusahaan.  Bila
hubungan kerja masth
diteruskan, maka
menimbulkan kerugian yang
ebih besar. Oleh sebab 1tu
caryawan tersebut  merasa
ebih  baik  keluar  dan
sekerjaan  atau  melkukan
pemutusan hubungan kerja
atas permintaannya sendir
PHK atas permintaan sendir
disebabkan karena
a. Tingkat kompensasi / gaji
yang dianggap rendah
b. Tidak ada pengalaman
karir
¢. Lingkungan kerja yang
kurang nyaman
d. Masalah keluarga.
e. Masalah Kkesehatan yang
tidak cocok
f Merasa pekerjaan  tudak
cocok dengan minat dan
bakal
g Perlukuan yang dianggap
kurang adil.




Pengajuan PHK
dalam benryk APS ( atas
Permintaan sendir )

sehenarnyu sah sah saja,

€tapr bila jumlah Karyawan
Yang minta PHK banyak,
Maka  perysahaan dapat
menderita kerugian karena -

4. Produktiyitgs kerja  aka
Merosot.

b. Perusahaan akan
kehilangan tenaga yang
Potensial  yang  susah
dicar penggantinya.

C. Perusahaan harus

mengeluarkan biaya,
waktu dan tenaga untuk
merekrut tenaga baru.

d. Kurang berfungsinya
pengelolaan  perusahaan
dengan baik

Untuk 1tu perusahaan
sebatknya mencegah  rurn
over ini, agar tidak mengarah
pada  kerugia  perusahaan
yang lebih besar. Untuk
mencegah PHK besar -
besaran, perusahaan harus
mengambil langkah —~
langkah berupa peebaikan
dan penyempurnaan di segala
bidang. Langkah - langkah
tersebut dapat berupa -

a. Memperbaiki tingkat
Kompensasi lebih
memadai

b. Menciptakan lingkungan
kerja vang lebith baik dan
menyenangkan

c. Meninjau kembali pola
penempatan kKaryawan
sehingga mendekati bakat
dan kemampuan mereka.

d. Menyempurnakan sistem
dan  prosedur  yang
berlaku dalam perusahaan
supaya lebih efektif dan
tidak merugikan
perusahaan.

e Meningkatkan
penyediaan  fasihitas -
fasilitas kerja dan
kesejahteraan karyawan.

f  Memperketat pelaksanaan

karyawan Yyang masluk
betul — betul yang terbaik.
PHK karena kebijaksanaan

perusahaan
Kebijaksanaan
perusahaan dapat pula

menvebabkan terjadinya PHK
terhadap para karyawan. Hal ini
terjadi  karena perusahaan
merasa memikul beban bera'F
untuk membayar kﬂmpensgm
karyvawan, bila‘ sel::iaglan
karvawan tidak di PHK-kan

Deﬁgan melakukan PHK

perusahaan menganggap Sﬂdlklll

banvak beban itu terkurang

Keﬁijaksanaan PHK  untuk

sebagian  karyawan yang

terpaksa diambil karena

misalnya o

a. Karyawan tidak disiplin.

b. Karyawan kurang cakap
dan tidak produktif.

c. Karyawan mempunyai
perilaku asusila.

d. Karyawan tidak  dapat
bekerja sama. |

e. Penyederhanaan organisasi
dalam karyawan
sebagainya.

PHK atas kehendak
perusahaan dapat menimbulkan
akibat - akibat  kepada
reusahaan, vaitu :

a. Perusahaan harus member:
uang pesangon atau
pembayaran pensiun
kepada karyawan vang d
PHK-kan.

b. Perusahaan dapat digugat
ke Pengadilan Tata Usaha

Negara ( PTUN ) bila PHK
tidak tepat.
PHK karena

perundang — undangan

PHK karena peraturan
perundang - uandangan yang
berlaku adalah pelaksanaan
PHK yang harus dilaksanakan,
Karena dituntut oleh peraturan.
Jenis PHK nj berbeda dengan
PHK atas Keinginan sendiri dan

PHK  yang disebabkan oleh
Kebijaksanaan

peraturan

| e perusahaan.
seleksi sehingga Dalam PHK karena tuntutan

047 / Nopember 2010




Pcmmrnn perundang
gndangan 1nt, batk  karyawan

maupun perusahaan  sama
ndak  berdaya  untuk

sama

mengelak sehinggea
pagaimanapun - juga harus
dilaksanakan Walaupun

ondist 1Nl sama - sama tidak

menguntunfgkan  Kedua belah

pihak, harus dilakukan

Peraturan perundang -

andangan  tersebut  tersebut

mengatur bahwa scorang yang

rerkena peraturan ini harus di

pHK., vaitu bila  karyawan

tersebut

a Meninggal  duma  atau
hilang  tak  tentu
rimbanya.

b Telah mencapalr batas usia
untuk PHK

¢ Melanggar peraturan yang
berlaku.

d Berakhirnya kontrak
dengan perusahaan.

e Terlibat dengan Kkegiatan
yang menentang
pemerintah

B. Prosedur PHK

Pada dasarnya UU No.
13 / 2003 menentukan agar
pengusaha, pekerja /  buruh,
serikat pekerja / serikat buruh
dan pemerintah mengusahakan
agar PHK tidak terjadi Jika
PHK menjadi pilihan terakhir,
maka jalan perundingan tetaplah
harus  didahulukan.  Barulah
setelah semua upaya mengalami
kebuntuan, PHK dapat
dilaksanakan. Tetapi PHK dapat
dilaksanakan  setelah  setelah
memperoleh  penctapan  dar
lembaga penvelesaian
perselisthan hubungan industnal
( Hotma P D Sitompul, 2010 )

Untuk  lebith  jelasnya
dapat dilihat di dalam pasal 151
UU No 13 / 2003 berikut ni
yaitu pengusaha, pekerja / buruh,
serikat pekerja / serikat buruh
dan pemenntah dengan segala
Upaya harus mengusahakan agar
jangan terjad pemutusan

__——_—_.———-_-———-————-—'—-___-__-
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hubungan  kerja  Dalam  hal
sepalin upaya telah dilakukan,
tetapr pemutusan hubungan kerja
tidak Llil]‘lul dlhinfl:mr maka
muksud pemutusan  hubungan
kerja  wajb  dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat pekerja /
serikat  buruh  atau dengan
pekerja / buruh yang
bersangkutan  tidak  menjad;
anggota sernkat pekerja / serikat
buruh. Dalam hal perundingan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat ( 2 ) benar - benar tidak
menghasilkan persetujuan,
pengusaha hanya dapat
memutuskan  hubungan kerja
dengan pekerja / buruh setelah
memperoleh  penetapan  dan
lembaga penyelesalan
perselisthan hubungan industnal

Permohonan PHK hanya
dapat diajukan secara tertuhlis
Juga lembaga  penyelesaian
perselisthan hubungan industrial
hanya akan menetapkan PHK
jika sudah terjadi perundingan
antara pengusaha dengan serikat
buruh. Untuk pengaturan
selengkapnya dapat dilihat di
dalam pasal 152 UU No. 13 /
2003 sebagai berikut, yaitu
permohonan penetapan
pemutusan  hubungan  Kkerja
diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesalan
perselisihan hubungan industnal
disertar alasan yang menjad
dasarnya. Permohonan
penetapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat
diterima oleh lembaga
penyelesalan perselisihan
hubungan industrial  apabila
telah dirundingkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 151 avat (
2 ). Penetapan atas permohonan
pemutusan  hubungan  Kkera
hanya dapat dibenikan  oleh
lembaga penyelesatan
perselisthan hubungan industnal
jika ternyata  maksud untuk
memutuskan  hubungan — Kerja
telah dirundinghan, tetap
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Besuran Unng Pesnngon e

Miuwn Kerjn
Icennge daer T otahinn

Hoinhiom ntou Tebah

L tnhon atno lebah tetnpn korang dank 2t
Dtahon atao bebahe tetaps kacang, dine Etishiag
Utahan oo el tetnpt kg daee 4 b
A tahion oo Tebahe tetapn koarang diare S tahun
“tahon atan lebih tetapn kaenng daee 6 tahion
G tnhon ato lebhetetaps karnng dane 7 tihun
7 thon ot tebab et kg dare Kt

Sumber : Hotma PO D Sitompoel, 2000,

Tubel 2

Besnran Pesangon

| bulan upah
D hodan upah
b budin upih
A bulan upah
S bulan upnh
6 bulun upih
7 bulan upih
K Ll upah
9 hhan upuh

Besnrnn Unng Penghnrgann

N Ier i

24 tnhan ator lelnh

Vtahion ntan lebaly tetnpn lonrang (e O tnhan

G otnhon atan lebah tetap kearang it 9 tnhon

O tnhon atan Tebile tetapn knrang (e 12 tnhun
|2 (nhin b Telah tetip koo doce 15 tnhun
IS tanhun ntan tebih tetip fornng diee TE tahn
B tahan atan lebihtetap bvrang dorr 21 talan
21 tahmne nbon e bl tetagn karang dare 24 tahan

Sumber - Hotma P2DoSitompoel, 2010,

Sedanglan Uk

mengetahu hesuran TUTIY

penppantinn hik. pusal 156 ayal
( ai } l.:tf ";i' I ) ' j“”‘

mencniukin sebagm benkul

Beswvan Penghargann
D hulinn upal
Vo upal
A bulan upnl
S bulan upah
O bulan upaly
! Bbulan upah

W bl upah
O Balnn upah

ynitu bahwa uang penpgantinn
hok  vang  seharusnyn diteriman
sebapgimann domaksud dalam
ayal 1) melipute cutr tahunan
van betum dimmbil dan belum

_____———-—_'_'“_——'_'_'—_

162

_ 1 -m-m“
CERMIN EDINY 047 / Nopember 2010




gugur . Bilaya atau ongkos
pulang untuk pekerja  buruh dan
keluarganya ke tempat di mana
pekerja / buruh ditenima bekerja.
Penggantian  perumahan  serta
pengobatan  dan  perawatan
ditetapkan 15 persen dan uang
pesangon dan / atau uang
penghargaan masa kerja bagi
yang memenuhi syarat yang
ditetapkan  dalam  perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja sama.

Jika pekerja mengalami
kasus hukum, misalnya ditahan
oleh pithak yang berwajib, maka
sesual dengan pasal 160 UU No.
13 /2003, pengusaha tidak wajib
membayar upah tetapi wajib
memberikan  bantuan kepada
keluarga pekerja / buruh yang
menjadi tanggungannya dengan
Ketentuan apabila untuk satu
orang tanggungan vaitu 25
persen dari upah. Apabila untuk
dua orang tanggungan vaitu 35

persen darn upah Apabila tiga

orang tanggungan 45 persen dan

upah dan untuk empat orang

tanggungan atau lebih vyaitu 50
persen dari  upah. Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam

ayat ( 1 ) diberikan untuk paling
lama enam bulan, terhitung sejak

har1 pertama pekerja / buruh
ditahan  oleh  pihak  yang
berwajib.  Pengusaha  dapat
melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja / buruh
yang sectelah enam bulan tidak
dapat  melakukan  pekerjaan
sebagaimana mestinya karena
dalam proses perkara pidana
sebagaimana ayat ( 1 )

D. Pensiun

Pemberhentian karyawan
yang diatur oleh Ul No. 8
Tahun 1974 Tentang Pokok
Pokok Kepegawaian terdiri dari
beberapa macam. Pasal 23 UU
No. 8 Tahun 1974 lentang Pasal
3 dan pasal 4 PP No 32 Tahun
1979 Tentang Pemberhentian
Pegaway, menyebutkan  bahwa

usia yang dikatakan telah

mencapal usia pensiun adalah

. Usia 56 tahun, vang dapat
diperpanjang bagi karyawan
yang memangku jabatan
tertentu.

2. Sampar usia 65 tahun bagi
karyawan yang memangku
jabatan ahli peneliti, peneliti
yang ditugaskan pada bidang
penilaian, guru besar, lektor
kepala, lektor yang
ditugaskan secara penuh pada
perguruan tinggi dan bagi
jabatan — jabatan lain yang
ditentukan presiden.

3. Sampai usia 60 tahun bagi
karyawan yang memangku
jabatan :

a. Ketua, Wakil Ketua,
Ketua  Muda, Hakim
anggota Mahkamah
Agung.

b. Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga
Tertingg1 / Tinggi Negara,

Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non
Departemen, Sekjen,

Ijen, Dirjen, Kepala
Badan di Departemen.
c. Eselon | dalam jabatan

struktural.
d. Dokter yang bertugas
pada Lembaga

Kedokteran Negeri.

e. Pengawas SLTA dan
SLTP, guru yang
ditugaskan secara penuh
pada Sekolah Lanjutan
dan SD.

f. Penilik TK, Penilik SD
dan Penilik Pendidikan
Agama.

g. Jabatan lain yang
ditentukan oleh presiden.

4. Usia 58 tahun bagi pegawai

yang  memangku jabatan
hakim dan jabatan lain yang
ditentukan oleh presiden.
Sedangkan UU No. 11
Tahun 1969, menyatakan bahwa
karyawan vyang diberhentikan
dengan hormat berhak untuk
pensiun bila

R E o ————————————————————————————————————————————————————
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Telah  berusia sekurang

Kurangnya 50 tahun dengan
Mmasa  Kerja  sckurang -
Kurangnya 20 tahun, dapat

diberhentikan atas permintaan
sendir

Telah  berusia 50 tahun
dengan masa Kerja sekurang —
kurangnya 10 1ahun yang
diberhentikan dengan hormat

karena

a. Terkena penghapusan
Jabatan

b Perubahan dalam susunan
pegawar

C. Penertiban aparatur
negara

d. Setelah menjalankan
tugas, kemudian tidak
dipekerjakan kembali
sebagal karyawan,

a. Pemberhentian karena

penyederhanaan
Organisasi

Pasal 6 PP No. 32
Tahun 1979,
menyebutkan bahwa
pemberhentian dapat

dilakukan, karena adanya
pemberdayaan organisasi,
yang mengakibatkan
kelebihan karyawan,
Dalam  kondisi  ni |
karyawan vang kelebihan
itu dapat disalurkan pada
organisasi lamn, dan bila
tudak  dapat  disalurkan
maka yang bersangkutan
diberhentikan dengan
mendapat hak
kepegawalan sesual
dengan ketentuan yang
berlaku Tindak  lanjut
pemberhentian karena
penyederhanaan

organisar,  yaitu  bila
karyawan belum
mencapal usia S0 tahun
dengan masa kena
sckurang — Kurangnya |(
tahun diberhentikan

dengan  hak  pensiun,
belum mencapat SO tahun
dengan masa kerja kurang
dar1 10 tahun maka yang

-2

b. Pemberhentian

pemberhentian
idak cakap Jasmani dan

CERMIN EDIS] 047 / Nopembe

bersangkutan  mendapat
uang tunggu. Pengaturan
pemberian  uang tunggu
dilakukan sebagai berikut

|. Bagi  yang belum
mencapal  usia S50
tahun dan masa kerja
10 tahun diberikan
uang tunggu paling
lama | tahun dengan
ketentuan tidak lebih
dar1 5 tahun.

Jika yang
bersangkutan telah
mencapar  usia 50
tahun dan masa kerja
10 tahun sebelum atau
pada saat habis masa

menerima uang
tunggu, maka 1a
mendapat hak
pensiun.

3. Bila setelah berakhir

masa menerima uang
tungu, yang
bersangkutan  belum
mancapar  usia 50
tahun, dengan masa
kerja  sekurang -
Kurangnya 10 tahun.
maka hak pensiunnya
diberikan pada saat ia
mencapalr  usia S0
tahun, asalkan selama
menungguy masa
pensiun  1a  tidak
mendapat  gaji dary
négara ( jadi pegawali
di tempat lain ),

4. Bila saat berakhirnya

masa menerima uang
tunggu yang
bersangkutan telah
berusia 50 tahun
tetapr belum mencapai

masa kerja 10 tahun,
diberhentikan tanpa
hak pensiun

| kKarena
tidak cakap Jasmani /
rohani

Pengaturan
Karena

r2010
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> Pemberthentian tidak dengan
hotmat

ahun
Ldak

NMeourut PP Noo 40
10/ pemberhentian

dengan hormat  dapat

terpadt diknronakan oleh

a

Lerhibat petbuatan makar

"erbhuatan yang
termasuk  makar  adalah
petbuitan menentang
pemoerintah, antara lan
usaho atau kegatan yang
bertujuan mengubah
Pancasila dan UL 1945,
tethbat  dalam  gerakan
vang menentang  nepara
dan atan pemenntah, vang
dalam  peraturan disiphin
termasuk jenis hukuman
disiphin beiat
Melakukan pelanggaran
hejahatan

Tems pelangparan
vang Jdapat menyvebabkan
pemberhentian tidak
denpan hormat antara lamn

I Melanggar  sumpah
Ny pegawar o atau
sumpah - janp jabatan
SRR poraturan

disiphin pegawan

Ew ek e B
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C.

Denpan

senpala
melakukan  undakan
prdana kepahatan yang
lerbukor dan

dijatuhkannya
hukuman penjara oleh
penpadilan

Melak ukan tindak
prdina kejahatan atau
tindalk prdana
kejahatan  yang  ada
hubungannya dengan
labatan . yang terbukt
dr prdana penjara atau
Kurungan berdasarkan
keputusan penpadilan.
Melakukan tindak

prdana kejahatan
sebagaimana
dimaksud dengan

pasal 104  sampali
dengan pasal 161
KUHP.

Meninggalkan tugas tanpa
11N

karena

Pemberhentian
meninggalkan

tugas  termasuk  pada
pemberhentian tidak
dengan hormat. Hal im
dimuat dalam pasal 12 PP
No. 32 Tahun 1979, yang
menyebutkan  syarat -
syaral seorang karyawan
dapat diberhentikan tidak
dengan hormat, karena

Meninpgalkan
tugasnya secara tidak
sah dalam waktu dua
bulan terus — menerus,
untuk  hal tersebut,
maka pembayaran
gajinya dihentikan
pada bulan ke tiga.
Meninggalkan  tugas
kurang dart enam
bulan terus - menerus
karena kelalalan
sendirr, dan bila yang
bersangkutan

dipckerjakan Juga

akan dapat
mengeanggu  suasana
kerja

Namun ada
perbuatan meninggalkan
tugas yang tidak termasuk
kategori pemberhentian
tidak  dengan  hormat
Perbuatan tersebut sepert
meninggalkan tugas
kurang dan enam bulan,
dengan alasan yang dapat
diternma  oleh  pejabat
yang berwenang. Yang
bersangkutan dapat
ditugaskan kembali oleh
perusahaan setelah alasan

alasan tersebut dapat

diterima  oleh  pejabat
yang berwenang.
Sengaja melanggar

perjanjian ikatan kerja
Seorang karyawan
yang bekerja dalam suatu
perusahaan biasanya
mempunyail semacam
tkatan  hubungan kerja
dengan organisasi atau
perusahaan yang
dimasukinya. Dengan
adanya 1katan 1ni, masing
— masing pihak sudah
mengetahur apa hak dan
kewajiban yang harus
dipatuhi  bersama. Bila

seorang karyawan
melanggar tkatan
perjanjian dengan
sengaja,  maka  yang
bersangkutan akan
merugikan  perusahaan.

Untuk 1tu sanksi — sanksi

yang paling berat adalah
pemberhentian tidak

dengan hormat.
Contohnya,
scorang karyawan yang
sudah menandatangani
Ikatan kontrak kerja untuk
bekerja  selama  lima
tahun,  kemudian yang
bersangkutan secara diam
diam  bekerja pada
orang lain, maka berart
yang bersaangkutan telah
melanggar  ikatan Kerja
dengan perusahaan
lempat dia bekerja Dalam

———_'—_'-———-__--_-_-—-_-——_——_
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contoh tersebut, bukan
saja vang bersangkutan
dl‘t‘r::rl‘x‘cnnk:m tdak
denpan hormat, malahan
dnp:l[ pula dituntut ganti
rugl atau mengembalikan
segala biaya yang sudah
dikeluarkan perusahaan.
Merugikan  perusahaan
tempat beker)a
Bentuk — bentuk

perbuatan karyawan yang
merugikan perusahaan
antara lain :
. Mencur kekavaan

perusahaan secara

diam — diam.

2. Menjelek — jelekkan
nama baik
perusahaan.

3. Menjadi makelar atas
hasil produk
perusahaan untuk

keuntungan pribad.

4. Mempengaruhi
karyawan lain untuk
berbuat negatit yang
merugikan
perusahaan

5. Menjelek - jeclekkan
nama baik perusahaan
kepada  pesaing /
compeltitor.

E. Macam dan  Persyaratan
Pensiun

Peraturan yang

mengatur tentang pensiun
pegawal adalah UU No. 11

Tahun

1969 vyang mengatur

tentang pensiun  pegawal dan
pensiun janda / duda Pasal 1 UU
il menyebutkan bahwa pensiun

Janda

duda diberikan kepada

pegawal sebagar jaminan harn tua

dan
|asa

sebagar penghargaan atas

jasa vyang bersangkutan

selama bertahun — tahun bekerja
dalam dinas pemenntahan atau

BUMN
| Cara menghitung usia
pensiun

USta  pegawar  atau

Karyawan vang mendapat hak
pensiun - disebutkan  dalam

pasal 10 UU No 11 Tahun

1969, yaitu

a,. Usia pegawai yang
mendapat  hak  pensjun
ditentukan atas tangpal
lahir pada pengangkatan

pertama.
b. Bila tanggal kelahiran
hanya menyebutkan

tahunnya  saja, maka
tanggal kelahiran vyang
bersangkutan  dianggap
tanggal 1 bulan Desember
tahun 1tu.

c. Bila tanggal kelahiran
hanya menyebutkan bulan
dan tahun saja. maka
tanggal kelahirannya yang
ditetapkan adalah akhir
bulan tahun yang
bersangkutan.

Contoh  perhitungan
inim  kita misalkan

bahwa :

a. Surat keputusan
pengangkatan pertama
seorang pegawal
mencantumkan

kelahirannya dalam tahun
1940, maka tanggal lahir
untuk menghitung mulai
pensiun yang
bersangkutan digunakan |
Desember 1940
b. Bila surat keputusan
pengangkatan pertama
seorang pegawal
menyebutkan tanggal
lahirnya bulan - Agustus
1941, maka dalam
perhitungan pensiun
tanggal lahir yang
digunakan  adalah 31
Agustus 1941
Tanggal - tanggal
tersebut digunakan sebagai
sumber penghitungan mulai
pensiunnya pegawal yang
bersangkutan. Oleh sebab 1tu
tanggal  kelahiran — seorang
pegawal  yang tercantum
dalam surat keputusan
pengangkatan pertama, tidak
dapat diubah dengan alasan
apapun juga. Data 1itulah yang

— e —————
(
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Jigunakan bagian
Nepepanwman sebapar - dasar
antuh - menemukan hapan
wwarang o peganwar mula
pemstun - Nedanghan masa
hetia yang  Jdapal Jihitung
untukh - menctaphan hak  dan
besarmva pensiun diatur
dalam pasal o UL No 11
Lahun 19aY  Pasal 1m
memebuthan bahwa  masa

hena vang  dap dihitung

untuk - penetapan pensiun

adalah

A Waktu o bekerna sebagal
seorang  karnvawan  atau
Paiann i

b Waktu  bekera sebagal
angpota NI Poln

¢ Waktu  bekena  sebagat
lenaga ke vang
menerima penghasilan

dana APBN atau BUMN.

d. Waktu bekerja  sebagai
pegawar  pada  sekolah
swasta bersubsidi.

¢.  Masa bernjuang pada masa
perjuangan  fistk  dan
sebagar veteran  pejuang
hemerdekaan

Cara menghitung

masa kerja scorang karvawan

adalah sebagar benikut

a.  Pecahan bulan dibulatkan

ke atas menjadr sebulan

yenuh

b. Waktu bekerja  sebagal
pegawar pada pemerintah
Rl dulu ¢ 17 - 8 - 1945
sampai dengan 1 -1- 1950
) dihitung dua kalhr masa
kerja untuk penstun,

¢ Waktu menjalankan
kewajiban negara dalam
kedudukan lain  sebagai
pegawar dihitung penuh
sekurang Kurangnya
selama hma tahun,

Proses yang  harus
dilakukan bila sCorang
akan memasuk

pegawdl

pensiun adalah

a Perusahaan harus
memberitahu kepada
pegawial yang

bersanpghutan  bahwa a
akan  pensiun paling
ambat satu  tahun tga
wilan sebelumnya

b. Pegawar yang menerima

yembentahuan, harus
mengajukan  permintaan
pensiun satu tahun

sebelumnya
¢.  Yany berhak membenkan
adalah  pejabat vang

bersangkutan

menerbitkan surat

Keputusan  dan pahing

lambal za bulan

sebelumnya yang

bersangkutan

diberhentikan

d. Svarat - svarat vang

diperlukan adalah

S. Daftar susunan
keluarga vang sah

6. Surat permintaan
pembavaran  pensiun
pertama.

7. Sahnan suratl

keputusan vyang sah
lentang pengangkatan
dalam pangkat dan
ga)1 pokok terakhir

8. Surat pernyataan
tertulis telah
mengembalikan
semua barang -
barang mihk
perusahaan

Lebih lanjut menurut
pasal 12 UU No 11 Tahun
1969,  untuk  memperoleh
pensiun peoawai, vang
bersangkutan mengajukan
surat  permintaan  kepada
Kepala BAKN dengan
dilampin
a. Salinan surat keputusan
tentang pemberhentian
sebagar pegawai

b. Riwavat pekerjaan yang
disahkan  oleh  pejabat
vang berwenang

¢. Daftar susunan Kkeluarga
vang disahkan oleh vang
berwanb

d. Surat permnyataan bahwa
semua  dokumen  dan

__—“"‘ﬂ____'_'—————-——_-.—__
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barang barang milik hak - haknya tersebyt

| pekerya

perusahaan sudah haruslah  mengundurkan dir
diserahkan kembali dengan mematuh; syarat — syarat
kepada perusahaan yang telah ditetapkan oleh L1

[Disamping 1t UU No. 1372003

No. 11 lTahun 196Y juga Pengunduran din oleh
mengatur orang - orang yang pekera dilakukan tanpa
berhak  untuk  mencrima penetapan lembaga penyelesaian
pensiun, mereka adalah perselisihan hubungan industrial
a. Pegawal atau karyawan Untuk lebih jelasnya terdapat
itu sendirt, disebut pada pasal 162 UU No. 13 /
pensiun pegawal. 20035Iebagai berikut yaitu bahwa

b Janda atau duda, disebut pekerja / buruh yang
pensiun janda atau duda. mengundurkan diri atas

¢c. Orang tua, mrupakan kemampuan sendiri, yang tugas
bagian dari pensiun janda dan fungsinya tidak mewakili
atau duda. kepentingan pengusaha secara

langsung, selain menerima uang

F. Pengunduran Diri Pekerja pengganti hak sesuai ketentuan

Pengunduran dir pada pasal 156 avat ( 4 )
adalah  pemutusan  hubungan dibertkan uang pisah  yang
kerja yang disengaja dari pihak besarnya dan pelaksanaannya
pekerja / buruh / Karyawan. diatur dalam pernajan  kerja,
Pekerja / buruh / karyawan yang peraturan  perusahaan  atau
mengundurkan din atas perjanjian kerja sama.
kemauan sendiri menurut pasal Pengunduran din juga dapat
162 UU No. 13 / 2003 juga terjadi jika s1 pekerja mangkir.
mendapatkan haknya Hak vang UU No. 13 /2003 juga mengatur
dimaksud adalah uang uang bahwa yang bersangkutan tetap
penggantian hak dan uang pisah. menerima hak — haknya.

Akan tetapi, dalam menerima
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